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ABSTRACT

NURHAFIDZ ZAINUL HARUN. S2118038. THE LEADERSHIP ROLE OF
THE VILLAGE HEAD IN THE IMPLEMENTATION OF GOOD
GOVERNANCE IN PARIS VILLAGE, MOOTILANGO SUBDISTRICT,
GORONTALO DISTRICT

This research aims to find the leadership role of the village head in implementing
good governance in Paris Village, Mootilango Subdistrict, Gorontalo District. This
research uses a qualitative approach with a descriptive method. The data collection
techniques in this research employ interviews, observation, and documentation.
The sampling technique for informants in this research is through purposive
sampling. The data analysis technique uses the interactive model. The research

result indicates that the leadership role of the village head in implementing good, -

governance in Paris Village, Mootilango Subdistrict, Gorontalo District can be

said to be going well. However, the four aspects of good governance studied,: =

namely accountability, transparency, openness, and the rule of law, have not been—
optimally run.

Keywords: leadership role, good governance, village head



ABSTRAK

NURHAFIDZ ZAINUL HARUN. Nim: S.2118038. Peran Kepemimpinan
Kepala Desa Dalam Penerapan Good Governance di Desa Paris Kecamatan
Mootilango Kabupaten Gorontalo. Program Studi llmu Pemerintahan, Universitas
Ichsan Gorontalo. Tahun 2023.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kepemimpinan
kepala desa dalam penerapan good governance di Desa Paris Kecamatan
Mootilango Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian
ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik sampling yang
digunakan dalam penelitian ini ialah purposive sample, dengan teknik analisis
data menggunakan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa.peran kepemimpinan kepala -desa
dalam penerapan good governance di Desa Paris Kecamatan Mootilango

Kabupaten Gorontalo dapat dikatakan sudah berjalan baik, namun dari empat .. - ‘~

aspek good governance yang diteliti, yakni akuntabilitas, transparansi,
keterbukaan, dan aturan hukum, semuanya belum berjalan maksimal.

Kata kunci: Peran kepemimpinan, good governanve, Kepala Desa
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, tidak hanya diperuntukkan pada
pemerintah pusat dan pemerintah provinsi saja, tetapi juga sangat diharapkan
terwujud di tingkta desa. Apalagi dalam konsep pembangunan berkelanjutan,
aspek pembangunan tidak hanya ditujukan pada masyarakat kini, melainkan juga
kepada masyarakat di masa depan, termasuk masyarakat desa. Dikeluarkannya
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang yang
besar kepada setiap kepala desa untuk mengelola desanya dalam rangka
pembangunan desa yang laih yang berbasis kepada masyarakat. Kepala desa
memiliki peran yang sangat menentukan menginagt kepala desa merupakan alat
pemerintahan desa yang diberi wewenang untuk memmimpin pemerintahan di
desa dan melakukan pembinaan ketertiban dan ketentraman masyarakat di desa.

Melihat begitu besarnya peran kepala desa dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa, maka diperlukan suatu konsep atau aturan dalam
menyelenggarakan pemerintahan desa. Selain berbagai regulasi yang sudah ada
terkait peneyelnggaraan pemerintahan desa, konsep good governance atau
kepemerintahan yang baik merupakan konsep yan realistis untuk dilaksanakan,
mengingat prinsip yang terkandung dalam good governance juga diamanatkan
dalam regulasi tentang pemerintahan desa, seperti transpransi, akuntabilitas,
penegakan aturan hukum, dan lain-lain. Intinya, konsep good governance
menghendaki proses pengambilan keputusan dan pelaksanaannya dapat
dipertanggungjawabkan secara bersama dengan unsur terkait, baik dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

Good governance menghendaki adanya keterlibatan yang sama antara
pemerintah desa, dunia usaha dan masyarakat dalam setiap kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Selama ini, peran
kepala desa sangatlah besar dan menentukan hampir semua kebijakan dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengalaman menunjukkan



bahwa peran serta publik dalam setiap proses kegiatan pembangunan dapat
memberi keyakinan bahwa warga masyarakat sebagai entitas politik, ekonomi,
sosial, dan budaya tidak hanya dapat dipersepsikan semata-mata sebagai objek
pembangunan. Akan tetapi, juga entitas yang perlu mendapat ruang yang cukup
bebas sebagai subjek pembangunan itu sendiri. Peran serta publik juga tidak
hanya diartikan sebagai instrumen untuk menyosialisasikan program pemerintah
dan pembangunan, melainkan sebagai upaya sadar untuk melibatkan masyarakat
dalam konteks proses penentuan kebijakan publik. Itulah sebabnya, pernguatan
otonomi daerah dengan demokratisasi harus terus digalakkan untuk semakin
mendekatkan peran serta warga masyarakat dalam setiap proses penentuan
kebijakan atau program pembangunan.

Keinginan masyarakat desa untuk melibatkan diri juga merupakan faktor
yang cukup dominan akibat semakin meningkatnya kesadaran dan kemampuan
untuk bertumbuh, berdaya, dan berkembang menjadi masyarakat madani. Di mana
warga masyarakat semakin paham akan hak dan kewajiban mereka dalam
pengelolaan persoalan-persoalan publik. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat
desa dalam proses pemerintahan dan pembangunan perlu ditegaskan sebagai
upaya yang paling efektif dalam konteks pencapaian good governance, karena di
dalamnya ada pelibatan seluruh masyarakat sebagai stakeholders, pemberian
legitimasi, transparansi, nilai keadilan, dan akuntabilitas.

Penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, pada dasarnya menuntut
keterlibatan seluruh komponen pemangku kepentingan, baik di lingkungan
birokrasi pemerintan maupun di lingkungan masyarakat. Penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, adalah pemerintah yang dekat dengan masyarakat dan
dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk
itu, perlu upaya penerapan prinsip good governance dalam penyelenggraan
pemerintahan, agar tercipta pengelolaan pemerintahan yang baik, apalagi tuntutan
untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)
selama beberapa tahun belakangan ini, sangat gencar disampaikan oleh
masyarakat, sehingga tidak salah jika pemerintah kemudian melaksanakan

berbagai langkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut.



Desa Paris yang merupakan salah desa dalam wilayah Kecamatan
Mootilango, juga telah berupaya untuk menerapkan prinrip good governance
dalam tata kelola pemerintaha desa. Namun hasil pengamatan penulis, penerapan
good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa,
masih belum berjalan secara maksimal. Hasil wawancara dengan salah seorang
tokoh masyarakat Erwin Karim (Minggu, 3 September 2023) mengatakan bahwa
pemerintah desa belum maksimal dalam menerapkan prinsip tranparansi karena
warga masyarakat terkadang terlambat menerima infofmasi dari pemerintah desa,
seperti informasi tentang kegiatan yang diadakan di Desa Paris, kemudian
kurangnya pertanggungjawaban aparatur desa tentang jaminan waktu pelayanan,
seperti akta jual beli tanah, serta dalam kegiatan pembangunan desa masih banyak
warga masyarakat yang tidak ikut ambil bagian dalam kegiatan pembangunan
tersebut.

Dinamika pelaksanaan pembangunan dan perkembangan teknologi telah
merubah peranan dan fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah tidak hanya
berdasarkan kepada fungsi-fungsi klasik semata, tetapi dituntut peranannya
sebagai unsur sumber inisiatif dalam usaha pembaharu dan pendorong
pembangunan bangsa yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah
berperan menjadi pelopor atau agen pembangunan. Pelaksanaan good governance
merupakan kebutuhan mutlak mayoritas asyarakat desa demi terciptanya suatu
sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai
dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi
faktor pendorong terwujudnya political governance yang menghendaki bahwa
berbagai proses pemerintahan, baik itu dari segi proses perumusan kebijakan
publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi  publik
pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk
meningkatkan kesejahtraan rakyat (Dwipayana, 2013:10).

Dengan demikian, maka aparatur pemerintah ditempatkan untuk
menjalankan fungsi disamping sebagai abdi negara, juga sebagai abdi masyarakat.
Dalam konteks ini, kegiatan penyelenggaraan pemerintahan merupakan

perwujudan dan penjabaran dari tugas dan fungsi aparatur pemerintah dalam



rangka penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan maupun pembangunan.
Penyelenggaraan dimaksud meliputi kegiatan mengatur, membina dan mendorong
maupun dalam memenuhi kebutuhan atau kepentingan segala aspek kegiatan
masyarakat terutama partisipasinya dalam semua proses kegiatan pembangunan
desa. Olehnya itu, untuk mewujudkan tugas dan fungsi tersebut, maka dijabarkan
dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh unit-unit pemerintahan desa setempat.
Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, mendorong penulis untuk
malakukan sebuah penelitian dengan judul: Peran Kepemimpinan Kepala Desa
Dalam Penerapan Good Governance di Desa Paris Kecamatan Mootilango
Kabupaten Gorontalo.
1.2 Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah:
Bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam penerapan good
governance di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo?
1.3 Tujuan penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:
Untuk mengetahui peran kepemimpinan kepala desa dalam penerapan good
governance di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo.
1.4 Manfaat penelitian
a) Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep
kepemimpinan dan good governance
b) Manfaat praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan acuan bagi
kepala Desa Paris dalam penerapan good governance di Desa, agar
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dapat berlangsung
sesuai dengan keinginan warga masyarakat.
¢) Manfaat bagi peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan peneliti

terkait kepemimpinan kepala desa dalam penerapan good governance. Di



samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan
perbandingan dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan

penelitian menyangkut kepemimpinan kepala desa dan good governance.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep kepemimpinan

Seorang pemimpin harus mampu menciptakan suasana kerja yang tidak
kaku antar orang yang dipimpinnya. Di samping itu, kemampuan pemimpin untuk
memotivasi orang dalam bekerja juga sangat diperlukan agar pada orang tersebut
memiliki semangat dalam melaksanakan tugasnya.

Definisi mengenai kepemimpinan dikemukakan oleh para ahli dalam

Kartono (2018:57) sebagai berikut:

- Menurut Bennis kepemimpinan adalah proses dengan mana seorang agen
menyebabkan bawahan bertingkah laku menurut satu cara tertentu.

- Tead menyatakan kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang
agar mereka mau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

- Terry berkata kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar
mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok.

- Hoyt menyatakan kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah
laku manusia, kemampuan untuk membimbing orang.

Dari beberapa definisi di atas, menurut Kartono (2018:57) bahwa pada
kepemimpinan itu terdapat unsur-unsur:

- kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok,

- kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain,

- untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.

Selanjutnya menurut Kartono (2018:56) yang dapat dikemukakan mengenai
kepemimpinan itu adalah sebagai berikut:

a. Kepemimpinan itu sifatnya spesifik, khas, diperlukan bagi suatu situasi
khusus. Sebab dalam satu kelompok yang melakukan aktivitas-aktivitas
tertentu, dan punya tujuan serta peralatan khusus, pemimpin kelompok dengan
ciri-ciri karakteristiknya itu merupakan fungsi dari situasi khusus tadi.
Jelasnya, sifat-sifat utama dari pemimpin dan kepemimpinannya harus sesuai
dan bisa diterima oleh kelompoknya juga bersangkutan, serta cocok-pas

dengan situasi dan zamannya.



b. Pada umumnya pemimpin itu juga memiliki beberapa sifat-sifat superior,
melebihi kawan-kawan lainnya atau melebihi para pengikutnya. Paling sedikit
dia harus memiliki superioritas dalam satu atau dua kemampuan/keahlian,
sehingga kepemimpinannya bisa beribawa.

Menurut Siagian (2016:97) kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk
mempengaruhi peri laku manusia dan kemampuan mengendalikan orang-orang
dalam organisasi agar supaya peri laku mereka sesuai dengan peri laku yang
diinginkan oleh pimpinan organisasi. Dengan perkataan lain, kepemimpinan
adalah seni kemampuan mempengaruhi peri laku manusia dan kemampuan
mengendalikan orang-orang dalam organisasi agar supaya peri laku mereka sesuai
dengan peri laku yang diinginkan oleh pimpinan organisasi.

Kepemimpinan ini terdapat dalam hubungan antara manusia, yaitu hubungan
mempengaruhi (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan-ketaatan para pengikut
(bawahan) karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Selanjutnya para
pengikut terkena pengaruh kekuataan dari pimpinannya dan bangkitlah secara
spontan rasa ketaatan pada pemimpin.

Maxwell dalam Pasolong (2018:4) mengatakan bahwa kepemimpinan
adalah kemampuan memperoleh pengikut. Lebih jauh Maxwell menjelaskan
bahwa pemimpin terkemuka suatu kelompok tertentu muda ditemukan, perhatikan
saja orang-orang ketika mereka berkumpul. Kalau suatu persoalan harus
diputuskan, siapa orang yang pandangannya tampak paling berharga, siapa yang
paling diperhatikan, ketika persoalan dibicarakan? Siapa orang yang paling cepat
disetujui oleh orang-orang lainnya? Jawaban terhadap semua pertanyaan itu akan
membantu untuk menentukan siapa pemimpin yang sesungguhnya dalam suatu
kelompok tertentu. Bahkan pengaruh menurut Maxwell merupakan investasi yang
paling baik untuk masa depan.

Stoner dan Wankel dalam Nawawi (2018:21) mengatakan bahwa kegiatan
mengarahkan berarti mempengaruhi. Sedang pengaruh didefinisikan sebagai
tindakan atau suri teladan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan
terjadinya perubahan dalam perilaku atau sikap individu/anggota organisasi atau

kelompok. Dengan kata lain upaya mempengaruhi harus dilakukan untuk



menumbuhkan kesadaran diri dalam diri anggota organisasi terhadap tugas dan
tanggungjawabnya dalam melaksanakan pekerjaan/kegiatan yang akan memberi
manfaat bagi dirinya sendiri dan organisasi. Kesediaan dan kesungguhan anggota
untuk bergerak mencapai tujuan organisasi harus dibangkitkan dari dalam dirinya
sendiri sebagai penggerak yang disebut motivasi intrinsik.

Menurut Syafi’ie (2018:1) pemimpin berarti orang yang mempengaruhi
pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut
bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Setelah dilengkapi dengan
awalan “ke-“ menjadi “kepemimpinan” berarti kemampuan dan kepribadian
seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan
tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang
bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepemimpinan ialah proses
mempengaruhi bawahan dan kelompok kerja agar mereka bekerja sesuai dengan

kemampuan yang dimiliki dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

2.2 Teori kepemimpinan

Ada teori yang mengatakan bahwa apabila seseorang memiliki siaft-sifat
tertentu, maka hal tersebut akan membantu seseorang individu akan menjadi
pemimpin, karena merupakan bawaan lahir individu yang bersangkutan. Ada juga
teori yang mengatakan bahwa model kepemimpinan sesorang dipengaruhi dapat
dipengaruhi atau dibentuk oleh pengalaman, lingkungan, serta pendidikan dalam
situasi dan kondisi tertentu.

Anoraga (2017:2) mengartikan kepemimpinan sebagai hubungan dimana
satu orang yakni pemimpin mempengaruhi pihak lain untuk bekerja sama secara
sukarela dalam usaha mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan untuk mencapai
hal yang dinginkan oleh pimpinan tersebut. Ada tiga teori yang menjelaskan
munculnya kepemimpinan yaitu :

1. Teori Genetis
Menyatakan sebagai berikut: pemimpin itu tidak dibuat, akan tetapi lahir

menjadi pemimpin oleh bakat-bakatnya yang luar biasa sejak lahir. Dia



ditakdirkan lahir menjadi pemimpin, dalam situasi dan kondisi yang
bagaimanapun juga.
2. Teori Sosial

Menyatakan sebagai berikut: pemimpin-pemimpin itu harus disiapkan dan
dibentuk, tidak terlahirkan saja. Setiap orang dapat menjadi pemimpin, melalui
usaha penyiapan dan pendidikan.

3. Teori Ekologis

Menyatakan sebagai berikut, seorang akan sukses menjadi pimpinan, bila
sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan dan bakat-bakat ini
sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, sesuai dengan
tuntutan lingkungannya.

4. Teori keadilan

Teori keadilan ini dikemukakan oleh seorang psikolog social Stacy Adam
yang mengatakan bahwa masukan terpenting bagi kinerja dan kepuasaan individu
adalah tingkat keadilan atau ketidakadilan yang mereka terima di dalam pekerjaan
dan organisasinya .teori keadilan mengatakan bahwa individu senantiasa
membandingkan masukan yang mereka keluarkan dengan hasil yang mereka
terima dari pekerjaannya,dengan masukan dan hasil yang mereka terima oleh
orang lain yang mempunyai kedudukan jabatan yang sama.

Robins dalam Safaria (2018:202) mengatakan bahwa berdasarkan teori
keadilan ini jika para pegawai mempresepsikan suatu ketidakadilan maka mereka
dapat diramalkan untuk mengambil salah satu dari enam pilihan dibawah ini,
yaitu:

a. Mengubah masukan mereka bagi organisasi .misalnya bawahan mulai
mengurangi usahanya dalam bekerja, sehingga waktu yang digunakan
untuk pekerjaannya terkurangi, dan bawahan mulai sibuk dengan urusan
pribadinya.

b. Mengubah keluaran mereka.misalnya untuk memperoleh bonus tinggi
pegawai tidak meningkatkan kuantitas produk tetapi mengurangi kualitas

produk yang dihasilkannya.
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c. Mendistrosikan persepsi mengenai diri mereka sendiri, misalnya bawahan
mengatakan mungkin selama ini saya terlalu giat bekerja, sehingga tidak
sesuai dengan gaji yang saya terima, kalau begitu besoknya akan
menguranginya.

d. Mendistorsikan persepsi mengenai orang lain.misalnya bawahan mulai
menyalahkan rekan kerjanya dengan mengatakan ‘’ah”, Toni itu kan
Cuma bekerja asal-asalan, tetapi mengapa justru dia yang dipromosikan?.

e. Memilih suatu acuan yang berlainan dengan acuan sebelumnya misalnya
bawahan mengatakan ‘’ah, walaupun gaji saya lebih rendah dari kakak,
tetapi tetap lebih tinggi dari gaji ayah, ya untunglah’’

f. Meninggalkan medan atau keluar dari organisasi .misalnya bawahan
mengatakan “’kalau begini terus mendingan saya pindah pekerjaan

sajalah’’,

5. Teori Manusiawi

Teori manusiawi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori yang
pemimpinnya benar-benar merasakan bawahannya (baik rakyat maupun staf)
sebagai manusia yang dapat dimotivasi kebutuhannya sehingga menimbulkan
kepuasan Kkerja, untuk teori ini berkaitan dengan teori motivasi. Ada tiga
pakar yang populer dengan teori motivasi, yaitu Abraham Maslow, Douglas
Mac Gregor, dan David Mac Clelland.

2.3 Kepala desa

Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan
Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali
masa jabatan berikutnya. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa menyebutkan bahwa Tugas Kepala Desa adalah Menyelenggarakan
Pemerintahan  Desa, Melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa. Selain tugas, kepala desa juga mempunyai kewenangan yang
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diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu

sebagai berikut:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

9)
h)

)

k)
1)

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
Menetapkan Peraturan Desa
Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Membina kehidupan masyarakat Desa
Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
Membina  dan  meningkatkan =~ perekonomian  Desa  serta
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa

Mengembangkan sumber pendapatan Desa

Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa

Memanfaatkan teknologi tepat guna

m) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif

n)

0)

Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa
hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan

Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas,

kepala desa berhak:

a)
b)

c)

d)

Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa;

Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan
lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan;

Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;

dan
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e) Memberikan mendat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada
perangkat desa.

2.4 Pemerintah desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014,
pasal ayat 1 dan 2).

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan
yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.7
Pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh
sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepalakepala
urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu
sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan.
Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa
di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Sedangkan, pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Segala urusan dalam pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat diselenggarakan oleh pemerintahan desa berdasar pada kewenangan desa
meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian,
pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan
dan pengembangannya (Rosalina, 2013). Secara eksekutif desa dipimpin oleh
Kepala Desa dan secara legislatif terdiri dari BPD atau Badan Permusyawaratan

Desa.
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Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya, pemikiran ini
didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan
desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “pemerintahan desa”. Kepala Desa
lalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga
pembuat dan pengawas kebijakan (peraturan desa). Jadi BPD merupakan seperti
DPRD kecill.

2.5 Otonomi desa

Kewenangan otonomi luas merupakan keleluasaan daerah untuk
menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang
pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan
keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenagan bidang lainnya.
Disamping itu, keluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan
bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
pengendalian dan evaluasi. Pemerintah daerah selain berperan melindungi
masyarakat dan menyerap aspirasi masyarakat juga harus mampu mengelola
berbagai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepadanya.

Widjaja (2013:165) mengatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi
asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah.
Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki
oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan
asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik
hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta
dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.

Otonomi yang dimiliki desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh
daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang
dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan
berdasarkan penyerahan wewenang dari pemerintah. Desa atau nama lainnya,
yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem
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pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Landasan pemikiran yang
perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli,

demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

2.6 Peran kepemimpinan kepala desa

Kepemimpinan secara umum merupakan kemampuan seorang pemimpin
untuk mempengaruhi orang lain, sehingga orang lain tersebut mengikuti apa yang
dikehendaki pemimpin tersebut. Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya
bagaimana kepala desa dapat mengoordinasi seluruh kepentingan masyarakat desa
dalam setiap pengambilan keputusan. Dari tugas dan kewajiban yang ada di dalam
peraturan pemerintah dan daerah, sama halnya dengan tugas yang dilaksanakan
oleh kepala desa, yaitu melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, namun pendekatannya terhadap masyarakat yang harus
lebih diterapkan, karena dengan lebih dekat kepada masyarakat desa.

Kepala desa lebih tau apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan agar
masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintahan desa. Dalam mewujudkan
pemerintahan yang baik (good governance) kepemimpinan kepala desa menjadi
salah satu aktor penting, dimana kepemimpinan kepala desa diharapkan mampu
menjadi panutan dan dapat menjalankan pemerintahan desa ke arah yang lebih
baik. Oleh karena itu kepala desa harus mampu menjalankan tugas dan kewajiban
serta fungsinya sebagai pemimpin. Dalam menciptakan pemerintahan yang baik
(good governannce) pemerintahan desa harus bisa memegang prinsip-prinsip dari
good governannce tersebut. Dalam menjalankan prinsip-prinsip tersebut kepala
desamenjadi faktor utama agar dapat berjalannya pemerintahan yang baik.

Kepemimpinan yang baik dan sehat, pada hakekatnya merupakan kualitas
jiwa dan sifat pribadi seseorang, yang menggambarkan sifat-sifat yang menonjol
yang esensinya tercermin pada esensi, intelegensi dan wataknya. Peran
kepemimpinan merupakan upaya untuk mempengaruhi orang lain lewat
komunikasi agar dapat mencapai satu atau beberapa tujuan. Dewasa ini konsep
kepemimpinan yang baik tidak selalu diperhatikan oleh pelaku pemimpin, baik itu

tentang organisasi maupun perusahaan. Kurangnya akan pengetahuan dan
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pemahaman teori kepemimpinan menjerumuskan peran pemimpin pada pemimpin
bersifat diktator atau sejenisnya yang tentunya tidak akan mendapat simpati dari
bawahannya.

Menurut Nanus dalam Ardana dkk (2018:101), seorang pemimpin
diharapkan dapat berperan sebagai berikut:

1. Pemberi arah

Seorang pemimpin diharapkan mampu memberi pengarahan, sehingga dapat
diketahui sampai sejauh mana efektivitas maupun efisiensi pelaksanaan dalam
upaya pencapaian tujuan tersebut.

2. Agen perubahan

Seorang pemimpin berperan sebagai katalisator perubahan pada lingkungan
internal. Untuk itu, pemimpin harus mampu mengantisipasi perkembangan di
dunia luar, serta menganalisis implikasinya terhadap organisasi, menetapkan visi
yang tepat untuk menjawab hal yang utama dan prioritas atas perubahan tersebut,
mempromosikan penelitian serta memberdayakan pegawai menciptakan
perubahan-perubahan penting.

3. Pembicara

Pemimpin sebagai pembicara ahli, pendengar yang baik, dan penentu visi
organisasi merupakan penasihat yang negosiator organisasi dengan pihak luar.
Untuk menjadi pembicara yang efektif pemimpin harus membangun jejaring
(networks) dengan dunia luar, agar memperoleh informasi, dukungan, ide dan
sumberdaya yang bermanfaat bagi perkembangan organisasi.

4. Pembina

Pemimpin adalah pembina team yang memberdayakan individu-individu
dalam organisasinya dan mengarahkan perilaku mereka sesuai visi yang telah
dirumuskan. Dengan kata lain ia berperan sebagai mentor, yang menjadikan visi
sebagai realitas.

Peran seorang pemimpin dalam setiap organisasi apapun tingkat
kepemimpinannya, sangatlah dominan dalam mengembangkan dan meningkatkan
Kinerja pegawai dan organisasinya yang dipimpinnya. Seorang pemimpin harus

mampu mengarahkan bawahannya untuk memiliki kompetensi dalam bekerja,
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sebagaimana dikatakan oleh Saefullah (2016:27) bahwa kepemimpinan adalah
suatu proses yang kompleks dimana seseorang mempengaruhi orang-orang lain
untuk menunaikan suatu misi, tugas, atau tujuan dan mengarahkan organisasi
yang membuatnya lebih kohesif dan koheren. Untuk itu, setiap pemimpin bukan
hanya dituntut untuk mampu bekerja secara maksimal namun juga mengerti
dimana permasalahan yang dimiliki oleh setiap pegawai selama ini. Termasuk
permasalahan dalam mengembangkan bakat yang dimiliki oleh seorang pegawai.
Ada pendapat yang berlaku apabila kita berbicara mengenai kepemimpinan bahwa
seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang paling sedikit memimpin,
tetapi seorang pemimpin yang tidak baik adalah pemimpin yang terlalu banyak
memimpin. Artinya jika seorang pemimpin terlalu banyak mengurusi berbagai
urusan setiap keputusan sangat tergantung pada diri pemimpin tersebut, maka
artinya pemimpin tersebut telah menciptakan kondisi ketergantungan yang begitu

tinggi pada dirinya.

2.7 Konsep good governance

Good governance atau pemerintahan yang baik sangat didambakan oleh
setiap organisasi pemerintah, baik tingkat pusat ataupun daerah. Lebih khususnya
di pemerintah Provinsi Gorontalo, good governance selalu menjadi hal yang
paling utama dalam setiap organisasi pemerintahan. Konsep governance dalam
webster's dictionary diartikan sebagai suatu metode, cara, strategi, system yang
digunakan untuk melakukan proses pemerintahan. Konsep governance dalam
webster’s third new international dictionary diartikan sebagai suatu metode, cara,
strategi, system yang digunakan untuk melakukan proses pemerintahan, proses
mengatur dalam suatu kantor. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan,
kantor tidak hanya dipandang sempit secara harafiah. Namun dipandang secara
luas yakni masyarakat dimana pemerintahan berada disitulah kantor berada.
Sehingga governance dapat diterapkan dalam konteks internasional, nasional,
korporasi, ataupun di tingkat local. Kantor dari masing-masing governance
tersebut menyesuaikan konteks yang melingkupi pelaksanaan governance (kutipan

dari Deddy mulyadi dan henrikus gedeona; 2017;36).
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Tjokroamidjojo dalam Surjadi (2009:19) mengatakan bahwa istilah
governance sebenarnya sudah dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik
hampir 120 tahun, sejak Woodrow Wilson memperkenalkan bidang studi tersebut
kira-kira 1125 tahun yang lalu. Tetapi selama ini itu governance hanya digunakan
dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi.
Wacana tentang governance dalam pengertian yang hendak diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia sebagai tata pemerintahan baru muncul 15 tahun
belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional
mempersyaratkan good governance dalam berbagai program bantuannya. Oleh
para teoritis dan praktisi Administrasi Negara Indonesia, istilah good governance
telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata
pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan
bertanggung jawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai
pemerintahan yang bersih.

Lebih lanjut Effendi dalam Surjadi (2009:20) juga menuturkan bahwa
perbedaan paling pokok antara konsep government dan governance terletak pada
bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam
pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep pemerintahan berkonotasi peranan
pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas tadi.
Sedangkan dalam governance mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa
mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah
yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance
terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipatif, dan
kemitraan.

Selanjutnya Dwipayana dan Eko dalam Syakrani dan Syahriani (2017:122)
mengatakan governance merupakan konsep netral, yang darinya kita bisa
menformat model yang sehat (baik), sehingga muncul istilah good governance
(tata-kelola kepemerintahan yang sehat); atau model yang tak sehat (buruk/nista),
sebuah model atau tata-kelola kepemerintahan tak sehat-bad governance).

Disisi lain, Kaloh (2016:172), mengatakan bahwa secara teoritis, good

governance, dikutip dari (didasarkan pada aturan hukum yang menjadi dasar
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pengelolaan kekuasaan, pembuatan kebijakan yang transparan, dan akuntabilitas
kepada masyarakat. Kekuasaan juga didasarkan pada aspek kelembagaan, bukan
kehendak individu atau kelompok tertentu. Kekuasaan juga harus mengikuti
prinsip bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di
bawah hukum. Partisipasi warga dimaknai tidak hanya sebagai alat untuk
mensosialisasikan pemerintah dan program pembangunan, tetapi juga sebagai
upaya sadar untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan
publik.

2.8 Prinsip good governance

Selanjutnya Sedarmayanti (2017:38) mengatakan bahwa keseluruhan prinsip
good governance tersebut saling memperkuat, terkait, dan tidak dapat berdiri
sendiri, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) unsur/prinsip
utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang bercirikan
kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu:
1. Akuntabilitas

Adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku
penanggung jawab dan penanggung gugat segala tindakan dan kebijakan yang
ditetapkannya. akuntabilitas menyangkut tentang pertanggungjawaban tentang
sifat, sikap, perilaku, dan kebijakan dalam kerangka melaksanakan apa yang
menjadi tugas dan tanggungjawabnya kepada publik atau warga masyarakat atau
pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan. Widodo
(2017:30) mengatakan akantabilitas merupakan realisasi  pelaksanaan
tanggungjawab kepada warga masyarakat selaku penerima pelayanan publik yang
menyangkut semua aktivitas pelayanan, mulai dari proses sampai pada hasil
pelayanan.
2. Transparansi

Kepemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik
di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Kristianten dalam Mardiasmo (2016:45)
menyatakan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam

menyalurkan informasi yang relevan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya
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publik kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan, yaitu masyarakat.
Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap
orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni
informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-
hasil yang dicapai.
3. Keterbukaan

Menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan
tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.
Keterbukaan dalam menerima saran atau bahkan kritikan dari masyarakat
merupakan salah satu prinsip yang harus diwujudkan, karena bisa saja saran dan
kritikan dari masyarakat dapat dijadikan sebagai informasi untuk memperbaiki
kinerja ke depan.
4. Aturan hukum

Adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap
setiap kebijakan publik yang ditempuh. Keputusan, kebijakan pemerintah,
organisasi dan badan usaha yang menyangkut kepentingan publik dilakukan
berdasarkan hukum (peraturan perundang-undangan yang berlaku). Dengan prinip
ini akan terwujud penegakan hukum yang adil untuk semua pihak tanpa kecuali.
Hak asasi manusia akan dijunjung tinggi dan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat
juga akan menjadi perhatian. Asas hukum tata pemerintahan dan kerangka hukum

yang dibuat juga harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

2.9 Kerangka konsep

Kepala desa merupakan pemimpin di desanya dan memiliki kewenangan
untuk melakukan atau mengambil kebijakan dalam menyelenggarakan
pemerintahan dan pembangunan,. Untuk mencapai hal tersebut, penerapan prinsip
good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan mutlak
diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat desa. Seorang kepala
desa, selaku pimpinan tertinggi di desanya, tentu sangat diharapkan perannya
dalam memberdayakan masyarakatnya. Peran kepala desa penting dalam

memberikan dorongan kepada masyarakat, memberikan informasi yang
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berhubungan dengan pembangunan secara benar kepada masyarakat, memberi
suatu keteladanan sebagai seorang pemimpin, sehingga masyarakat terdorong
untuk berperan aktif dalam pembangunan desa yang dapat diartikan pembangunan

dari desa, oleh desa untuk desa.

Dalam penelitian ini, peran kepemimpinan kepala desa menggunakan
pendapat Nanus dalam Ardana dkk (2018:101), yang mengatakan bahwa seorang
pemimpin diharapkan dapat berperan sebagai: a) pemberi arah, b) agen
perubahan, c¢) pembicara, dan d) Pembina. Adapun, penerapan good governance
digunakan pendapat Sedarmayanti (2017:38) mengatakan bahwa terdapat 4
(empat) unsur/prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik
yang bercirikan kepemerintahan yang baik (good governance) yaitu: a)
akuntabilitas, b) transparansi, c) keterbukaan, dan d) aturan hukum.

Dengan demikian dalam penelitian ini akan dikaji tentang bagaimana
Kepala Desa Paris menjalankan tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan
prinsip akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema berikut:

Gambar kerangka penelitian

Kepemimpinan kepala desa dalam
penerapan good governance:

a) Akuntabilitas,

KEPALA DESA b) Transparansi,

\ 4

c) Keterbukaan, dan
d) Aturan hukum
Menurut Sedarmayanti (2017:38)

v
DESA PARIS




BAB IlI
OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Obyek penelitian

Obyek dalam penelitian ini ialah peran kepemimpinan kepala desa dalam
penerapan good governance di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten
Gorontalo. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian yakni tiga

bulan.

3.2 Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa
kata-kata tertulis maupun lisan dari informan penelitian dan perilaku obyek
penelitian yang diamati. Menurut Lexy Moleong (2018:6) penelitian kualitatif
adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan
dan lain-lain, secara holistic (menyeluruh), dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan

memanfaatkan berbagai metode alamiah.

3.3 Fokus penelitian

Untuk mempermudah dalam pelaksanan penelitian ini, maka perlu
dikemukan mengenai fokus penelitian sebagai berikut:

Fokus penelitian ini adalah peran kepemimpinan kepala desa dalam
penerapan good governance, yang dilihat dari:bagaimana Kepala Desa Paris
menjalankan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yakni:

a) Adanya akuntabilitas yang merupakan suatu kewajiban pemerintah desa
untuk mempertanggungjawabkan dalam proses kinerjanya, baik kepada
atasan maupun masyarakat.

b) Adanya transparansi yang memungkinkan masyarakat desa untuk
mendapatkan dan mengakses informasi tentang penyelenggaraan

pemerintahan
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c) Adanya keterbukaan dari pemerintah untuk menerima informasi, saran
atau bahkan kritikan dari warga masyarakat tentang penyelenggaraan
pemerintahan desa.

d) Adanya aturan hukum yang menjamin kepastian hukum dan rasa

keadilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

34 Informan penelitian
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, informan adalah orang yang

memberikan informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam suatu
penelitian (nara sumber). Dengan demikian, informan merupakan narasumber
yang memberikan informasi menyangkut permasalahan yang diteliti. Teknik
sampling yang digunakan dalam penelitian ini ialah purposive sample. Purposive
sample adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu
(Sugiyono, 2019:85). Informan yang dimaksud dalam kegiatan penelitian ini
adalah:

a) Kepala Desa Paris

b) Tokoh masyarakat

c) Masyarakat 4 orang.

3.5 Sumber data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer
Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data
yang bersumber atau berasal dari informan yang berkaitan dengan peran
kepemimpinan desa dalam penerapan good governance.

b. Data sekunder
Data sekunder yaitu data pelengkap yang diperoleh dari laporan-
laporan, dokumen dokumen, buku teks, yang ada baik pada instansi
kantor desa, maupun pada perpustakaan yang berhubungan dengan

masalah penelitian yang dibahas.
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3.6 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

3

a) Observasi

Yaitu penulis melakukan kegiatan pengamatan secara langsung pada objek
penelitian  dan hanya mencatat hal yang berkaitan dengan permasalahan
penelitian.

b) Wawancara

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya
jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui
banyak tentang dan masalah penelitian.

¢) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang bersumber dari arsip/dokumen yang
ada di tempat penelitian, terkait peran kepemimpinan kepala desa dalam
penerapan good governance. Dokumentasi dan arsip merupakan sumber data
yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif.

.7 Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini menggunakan konsep

yang dikemukakan Miles dan Huberman yang mengemukakan bahwa dalam

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus pada setiap tahapan penelitian, sehingga sampai tuntas dan datanya

sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data, meliputi data reduction, data display,

dan conclution

1.

Reduksi data (data reduction)

Reduksi data diartiakan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul
dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung terus-
menerus selama penelitian pelaksanaan penelitian berlangsung. Reduksi data
merupakan tahap awal dalam analisis data.

Penyajian data (data display)
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Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian
data. Menurut Miles dan Hubermen dikutip oleh Sugiyono (2019) bahwa
penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi
kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan peneliti
dengan menyajikan sekumpulan informasi yang telah tersusun yang
memungkinkan adanya penarikan kesimpulan.

Kesimpulan atau verifikasi

Tahap akhir proses analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi,
yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan sejauh

pemahaman dan interpretasi peneliti.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian
4.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Paris
adalah:

Terwujudnya masyarakat Desa Paris yang aman, adil, sejahtera, Makmur,
serta menjunjung tinggi nilai budaya, agama, serta berakhlakul karimah, dan

menuju desa yang gemilang.

4.1.2 Misi
Selain penyusunan visi, juga telah ditetapkan misi-misi yang membuat
sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa
tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam
misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Misi Desa Paris adalah:
a) Bekerjasama dengan pemerintah daerah dan pusat dalam mewujudkan
pembangunan infrastruktur di Desa Paris
b) Terwujudnya hasil produksi pertanian sebagai sumber daya alam
c) Meningkatkan kerukunan antar suku budaya warga masyarakat yang
cerdas, kreatif, dan mandiri
d) Memberikan rujukan terhadap kesejahteraan masyarakat dalam bidang

penddidikan, kesehatan, dan keamanan.

4.1.3 Tugas pokok dan fungsi

Pemerintah Desa Paris membetuk struktur organisasi pemerintahan dalam
upaya menyelenggarakan pemerntahan desa yang efektif dan efisien. Struktur
organisasi pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Adapun
tugas pokok adalah:
1) Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang

memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas
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menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa mempunyai wewenang:

a.

=

h ® o o

> @

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;

Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;

Menetapkan peraturan desa;

Menetapkan APB desa;

Membina kehidupan masyarakat desa;

Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;

Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta

Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk
sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa

Mengembangkan sumber pendapatan desa;

Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum

untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa.

Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi

pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretaris

Desa mempunyai fungsi:

a.

Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat
menyurat, arsip, dan ekspedisi.

Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa,
penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan
umum.

Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan,
administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi
administrasi keuangan, dan admnistrasi penghasilan kepala desa, perangkat

desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
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d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta
penyusunan laporan.
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa dan pemerintah
yang lebih tinggi
3) Kepala Urusan Umum

Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala
urusan umum bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan
administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Melaksanakan
tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Untuk melaksanakan tugas
kepala urusan umum mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;

b. Melaksanakan administrasi surat menyurat;

c. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
d. Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;

e. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;

f.  Penyiapan rapat-rapat;

g. Pengadministrasian aset desa;

h. Melaksanakan pelayanan umum.
4) Kepala Urusan Keuangan

Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan
pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Untuk
melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa;

b. Menyusun RAPBDes;

c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa;

o

Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa;
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e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan
rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);

f.  Menyusun laporan kegiatan desa;

g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
5) Kepala Urusan Perencanaan

Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.

Kepala urusan perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan
pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Untuk
melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:

a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan desa;

b. Menyusun RAPBDes;

c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa;

d. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan desa;

e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan

rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);

f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

6) Kepala Urusan Pemerintahan
Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di

bidang pemerintahan. Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala
Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan. Untuk
melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa;

b. Menyusun rancangan regulasi desa;

c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;

d. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa;

f. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;

g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa;

h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan
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7) Kepala Urusan Kesejahteraan

Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di
bidang kesejahteraan. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu kepala desa
sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan. Untuk melaksanakan
tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial
budaya; ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olah raga dan karang taruna;

b. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

8) Kepala Urusan Pelayanan

Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di
bidang kesejahteraan. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu kepala desa
sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan. Untuk melaksanakan
tugas kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi:

a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan
kewajiban masyarakat desa;

b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa;

c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa;

d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan
ketenagakerjaan masyarakat desa.

4.2 Hasil Penelitian Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penerapan
Good Governance di Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten
Gorontalo
Kepala desa memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Kepala desa disamping

mewakili pemerintah kecamatan, di dalam lingkungan masyarakat desanya ia
berperan sebagai pamong desa dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan
tugas yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi pemerintahan desa. Fungsi

lainnya adalah merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan desa
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serta mengawasi apakah aparat desa menjalankan kewajibannya sebagaimana
mestinya.

Selain daripada itu, kepala desa haruslah melaksanakan tindakan-tindakan
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara keamanan dan
tata tertib masyarakat dan sebagainya. Untuk mengendalikan segala jenis kegiatan
tersebut, maka diperlukan adanya kegiatan tertib tata usaha yang merupakan
tanggungjawab bagi pemerintah desa yang berwenang membeberikan landasan
hukum mengenai suatu status pengakuan dan domisili yang dibutuhkan dalam
pergaulan hidup bermasyarakat. Kepala desa sebagai pemimpin tertinggi di
wilayahnya hendaknya dapat mengaktualisasikan fungsi kepemimpinan. Adapun
fungsi kepemimpinan menurut Kartono (2018:61) adalah memandu, menuntun,
membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi
kerja, mengendalikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang
baik, memberikan supervisi/pengawasan yang efisien, dan membawa para
pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan
perencanaan. Berikut akan diuraikan peran kepemimpinan kepala desa dalam

penerapan good governance di Desa Paris.

4.2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan
pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (good governance) di desa.
Kelembagaan pemerintah desa yang berakuntabilitas publik berarti lembaga
tersebut senantiasa ingin mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang
diamanati oleh rakyat. Demikian pula masyarakat dalam melakukan kontrol
mempunyai rasa tanggungjawab yang besar untuk kepentingan bersama. Bukan
hanya untuk kepentingan kelompok atau golongan saja. Olehnya itu, pemerintah
Desa Paris harus membuka ruang partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, agar
terjadi check and balance dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa
Paris. Untuk mengkaji akuntabilitas dapat dilihat dari dua bentuk akuntabilitas
atau pertanggung jawaban, yiatu pertanggungan jawaban ke pimpinan atas dan

pertanggung jawaban ke masyarakat.
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Hasil wawancara dengan Kepala Desa bapak Agus Dawali, S.Kom tentang
yang dilakukan pemerintah desa untuk menyampaikan kinerjanya (baik dalam
kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan desa) kepada camat, kepala
desa mengatakan:

“Kepala desa setiap enam bulan melakukan rapat evaluasi tingkat
kecamatan. Kepala desa setiap enam bulan melakukan kegiatan laporan realisasi
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di hadapan forum musyawarah
desa yang dipimpin oleh badan permusyawaratan desa (BPD), dihadiri oleh unsur
pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat dan unsur pimpinan kecamatan lainnya”
(wawancara pada hari Kamis, 12 Oktober 2023).

Kemudian hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat, yakni
bapak Erwan Harun, yang mengatakan:

“Laporan kinerja kepala desa dilakukan melalui LKPPD atau LPPD
(lapoaran keterangan penyelengaran pemerintah desa atau laporan penyampaian
pemerintah desa) kepada camat, dan penyampaian laporan tersebut merupakan
kegiatan yang wajib dilakukan oleh kepala desa” (wawancara pada hari Sabtu, 14
Oktober 2023).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah desa sudah
menyampaikan kinerjanya (baik dalam kegiatan pelayanan pemerintahan dan
pembangunan desa) kepada camat selaku pimpinan di atasnya. Kemudian, peneliti
menanyakan kembali tentang pertanggungjawaban kepada masyrakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa bapak Agus Dawali, S.Kom tentang
yang dilakukan pemerintah desa untuk menyampaikan kinerjanya (baik dalam
kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan desa) kepada masyarakat,
kepala desa mengatakan:

“Pemerintah desa melakukan kegiatan untuk menyampaikan kinerja kepada
masyarakat melalui sosialisasi, ataupun melalui media dan melalui spanduk yang
dipasang di tempat tertentu agar mudah dilihat dan dibaca oleh warga. Biasa juga
disampaikan pada berbagai acara kegiatan masyarakat, seperti acara keluarga,

kami sampaikan kepada warga terkait informasi pelayanan dan hasil
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pembangunan yang telah selesai dikerjakan dan boleh dinikmati oleh warga
masyarakat” (wawancara pada hari Kamis, 12 Oktober 2023).

Kemudian hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat, yakni
bapak Erwan Harun, yang mengatakan:

“Pemerintah desa melakukan kegiatan untuk menyampaikan kinerja kepada
masyarakat melalui sosialisasi, ataupun melalui media dan melalui spanduk yang
dipasang di tempat tertentu agar mudah dilihat dan dibaca oleh warga. Biasa juga
disampaikan pada berbagai acara kegiatan masyarakat, seperti acara keluarga,
kami sampaikan kepada warga terkait informasi pelayanan dan hasil
pembangunan yang telah selesai dikerjakan dan boleh dinikmati oleh warga
masyarakat” (wawancara pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023).

Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada masyarakat yakni bapak
Zulkarnain Suronoto, yang mengatakan:

“Pemerintah desa biasanya melakukan rapat setiap enam bulan untuk
melaporkan pertanggungjawaban kinerjanya kepada pemerintah kecamatan dan
juga kepada masyarakat. Kalau pertanggungjawaban kepada masyarakat seperti
kegiatan pelayanan, bisanya disampaikan pada acara resmi pemerintah desa,
seperti pada kegiatan musyawarah desa. Adapun kegiatan pembangunan desa,
biasanya disampaikan pada acara resmi desa dan acara tidak resmi, seperti acara
syukuran salah seorang warga, dimana pada acara tersebut kepala desa diminta
untuk menyampaikan sepatah kata, biasanya kepala desa mengatakan bahwa
kegiatan pembangunan, seperti pembangunan jalan setapak, irigasi desa, dan lain-
lain. Namun menurut saya, tidak semuanya disampaikan” (wawancara pada hari
Rabu, 4 Oktober 2023).

Hasil wawancara dengan warga masyarakat yang lain, yakni bapak Aroman
Dalanggo, mengatakan:

“Ya, secara langsung dan secara sosisalisasi biasanya kepala desa
memberitaukan tentang pelayanan yang diberikan, seperti akan ada pendataan
penerima bantuan sosial, pelayanan administrasi desa. Kalau menyangkut
kegiatan pembangunan di desa, biasanya juga disampaikan melalui spanduk

bahwa masyarakat diminta untuk ambil bagian atau berperan serta dalam kegiatan
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perbaikan jalan setapak atau perbaikan masjid, dan lain-lain. Namun kepala desa
jarang menyampaikan tentang berapa besar anggaran yang dipakai untuk suatu
kegiatan pembangunan yang telah dilakukan di desa” (wawancara pada hari
Jumat, 13 Oktober 2023).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala desa sudah
menyampaikan kinerjanya (baik dalam kegiatan pelayanan pemerintahan dan
pembangunan desa) kepada masyarakat, baik secara langsung dengan
menyampaikan langsung kepada masyarakat pada acara atau kegiatan masyarakat,
dan juga secara tidak langsung melalui spanduk, namun besaran anggaran
penggunaan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik, masih jarang

diinformasikan secara terbuka.

4.2.2 Transparansi

Perwujudan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
merupakan suatau keharusan, karena mengingat transparansi dapat
menghilangkan korupsi dan pungutan liar oleh oknum aparat yang tidak
bertanggungjawab. Hal ini terjadi karena dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa akan tersedia informasi yang lengkap terkait kegiatan pembangunan desa dan
pelayanan masyarakat desa yang akan diterima oleh masyarakat. Untuk itu, setiap
aparat pemerintah desa penyelenggara pemerintahan harus mengedepankan
kepentingan masyarakat dalam pemberian pelayanan, karena hal tersebut
merupakan tujuan yang harus diwujudkan dalam otonomi desa.

Transparansi merupakan komponen kunci dari tata pemerintahan yang baik
dan tantangan bagi pemerintah desa. Transparansi merupakan suatu konsep yang
terkait dengan kegiatan pemerintahan, upaya membangun rasa saling percaya
antara pemerintah dan masyarakat desa yang membutuhkannya. Transparansi
merupakan asas yang menjamin kebebasan setiap orang untuk mengakses atau
memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan: kebijakan, proses
pembentukan dan pelaksanaannya, serta hasil yang dicapai.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa bapak Agus Dawali, S.Kom tentang

yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam bidang kegiatan pelayanan



34

pemerintahan dan pembangunan desa, agar masyarakat mudah mendapatkan
informasi, terkait kegiatan yang dimaksud, kepala desa mengatakan:

“Pemerintah desa melakukan pelayanan kepada masyarakat terkait
pelayanan pemerintahan dan pembangunan melalui media media sosial dan juga
melalui sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat, sehingganya untuk
mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pelayanan dan
kegiatan pembangunan desa” (wawancara pada hari Kamis, 12 Oktober 2023).

Kemudian hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat, yakni
bapak Erwan Harun, yang mengatakan:

“Yang dilakukan pemerintah desa adalah membuat papan inforrmasi atau
baliho APBDES yang dipasang di depan kantor desa untuk mempermudah akses
informasi kepada masyarakat umum. Cara cukup bagus menurut saya, namun
kurang efektif dari penempatannya, karena hanya masyarakat yang bertempat
tinggal dekat kantor desa atau masyarakat yang kebetulan lewat di depan kantor
desa saya yang akan membacanaya, seharusnya dipasang dipusat keramaian
seperti tempat ibadah, pasar, dan lain-lain” (wawancara pada hari Sabtu, 14
Oktober 2023).

Kemudian, hasil wawancara dengan warga masyarakat, yakni bapak Aldi
Ahmad, mengatakan:

“Ada, dengan adanya penyediaan fasilitas internet di desa dan juga biasanya
pemerintah desa menyampaikan lewat pengeras suara masjid. Cara lain juga
biasanya dilakukan oleh pemerintah desa, yakni dengan meminta bantuan kepala
dusun untuk menyampaikan kepada warganya tentang program pelayanan dan
kegiatan pembangunan desa yang akan dilakukan” (wawancara pada hari Jumat,
20 Oktober 2023).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan warga masyarakat lainnya, yakni
bapak Sugiyanti Suleman, mengatakan:

“Pemerintah desa biasanya memberikan tugas kepada kepala dusun untuk
menyampaikan informasi pelayanan melalui pengeras suara masjid. Cara ini
menurut saya kurang efektif karena biasanya pada saat diumumkan sebagian

warga tidak ada di rumah. Menurut saya lebih baik kalau pemerintah memasang
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baliho di tempat yang sering dikunjungi warga masyarakat atau menggunakan
peran ketua RT karena mereka paling denjat dengan warga masyarakat”
(wawancara pada hari Jumat, 20 Oktober 2023).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah
berupaya agar masyarakat mudah mendapatkan informasi dalam bidang kegiatan
pelayanan pemerintahan dan pembangunan desa, melalui media media sosial dan
juga melalui sosialisasi kepada masyarakat. Namun masih terdapat warga
masyarakat yang kurang mengetahui tentang kegiatan pelayanan pemerintahan

dan pembangunan desa, karena informasi yang tidak tersampaikan.

4.2.3 Keterbukaan

Keterbukaan pemerintah desa atas berbagai aspek penyelenggaraan
pemerintahan desa, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi
bertanggung gugat kepada semua stakeholders yang berkepentingan dengan
proses maupun kegiatan dalam sector publik. Dengan demikian, aspek ini
menghendaki pemerintah desa untuk terbuka menerima tanggapan, masukan atau
bahkan kritikan atas jalannya penyelenggaraan pemerintah desa. Masukan dan
kritikan yang bersifat membangun yang diberikan oleh masyarakat, akan sangat
berguna untuk pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya pada masa yang akan
datang.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa bapak Agus Dawali, S.Kom tentang
yang dilakukan oleh pemerintah desa, agar masyarakat bersedia memberikan
informasi, saran atau kritikan terhadap kegiatan pelayanan pemerintahan dan
pembangunan desa, kepala desa mengatakan:

“Pemerinah desa melakukan musyawarah ataupun pertemuan-pertemuan
dengan masyarakat agar bisa mendapatkan informasi dari masyarakat, baik berupa
saran dan kritikan dan masukan sehingga pemerintah desa dari kegiatan tersebut
bisa mengevaluasi kinerja pemerintah desa dan seluruh perangkat desa yang ada.
Kami juga meminta kepada setiap kepala dusun untuk menyerap aspirasi

masyarakat, terutama mengenai pelayanan yang diberikan dan Kkegiatan
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pembangunan agar dapat diketahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat”
(wawancara pada hari Kamis, 12 Oktober 2023).

Dan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat, yakni bapak
Erwan Harun, yang mengatakan:

“Yang dilakukan pemerintah desa adalah melaksanakan musyawarah
laporan pertanggung jawaban desa, dimana pada kegiatan tersebut lembaga desa
(BPD) melakukan evaluasi terhadap kepala desa, serta membuka ruang kepada
masyarakat untuk memberikan saran dan kritik. Tapi cara ini kurang efektif
karena masih ada warga yang merasa enggan karena khawatir tidak akan
diperhatikan lagi oleh pemerintah desa kalau sering menyampaikan keluhan.
Lebih baik pemerintah desa turun kesetiap untuk dusun dan bertemu langsung
dengan warga, sehingga tidak ada batasan antara pimpinan dengan warga yang
dipimpin” (wawancara pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023).

Kemudian, peneliti menanyakan kepada masyarakat yakni bapak Zulkarnain
Suronoto, mengatakan:

“Ya, pemerintah desa sudah memberikan kebebasan dan peluang kepada
masyarakat untuk memberikan pendatnya. Salah satunya yakni, pemerintah desa
mengundang masyarakat setiap rapat desa, dan masyarakat juga diberikan waktu
untuk menyampaikan kritikan dan saran. Hanya cara ini kurang efektif karena
hanya orang-orang itu saja yang biasanya menyampaikan pendapatnya, masih
banyak masyarakat yang kurang puas dengan pelayanan pemerintah desa, tapi
tidak mau menyampaikan pendapatnya karena di forum resmi. Jadi harus ada cara
lain yang harus diambil oleh pemerintah desa” (wawancara pada hari Rabu, 4
Oktober 2023).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan warga masyarakat lain, yakni bapak
Aldi Ahmad, mengatakan:

“Ya, pemerintah desa membuka ruang untuk menerima saran dan kritik dari
masyarakat melalui musyawarah desa. Tapi ini forum formal sehingga tidak
banyak masyarakat yang hadir, dan walaupun mereka hadir, biasanya kami kurang
memili minat menyampaikan pendapat atau keluhannya, karena merasa khawatir

akan mendapat perlakuan yang kurang adil, walaupun hal tersebut belum tentu
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terjadi, tapi ini merupakan persepsi kami selaku warga masyarakat. Sebaiknya
kepala desa turun ke masyarakat, kalau memang mau mendapat informasi yang
sebenarnya” (wawancara pada hari Jumat, 20 Oktober 2023).

Selanjutnya untuk melihat keseriusan Pemerintah Desa Paris, peneliti
menanyakan tentang adanya unit khusus yang dibentuk oleh pemerintah desa
untuk menampung saran dan kritikan warga masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa bapak Agus Dawali, S.Kom tentang
pemerintah desa menyediakan unit khusus untuk menampung aduan masyarakat,
kepala desa mengatakan:

“Khusus desa paris belum menyediakan unit khusus untuk menampung
aduan masyarakat. Pemerintah Desa Paris hanya membuka ruang kepada seluruh
masyarakat apabila ada penyampaian saran dan masukan, agar disampaikan
langsung kepada pemerintah desa. Saran dan masukan daria warga juga boleh
disampaikan kepada perwakilan, seperti kepala dusun masing-masing atau tokoh
masyarakat yang mereka percaya untuk menyampaikan pendapat mereka”
(wawancara pada hari Kamis, 12 Oktober 2023).

Dan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat, yakni bapak
Erwan Harun, yang mengatakan:

“Di desa ini belum ada unit khusus untuk menampung aduan masyarakat,
akan tetapi aduan itu ada melalui lemmbaga desa yang berbentuk laporan
informasi (LI). Di samping itu, masyarakat juga boleh menyampaikan persoalan
mereka secara berkelompok atau melalui perwakilan pada tokoh masyarakat yang
mereka yakini dapat menyanpaikan permasaahan yang mereka hadapi”
(wawancara pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023).

Hasil wawancara dengan warga masyarakat, yakni bapak Aroman
Dalanggo, mengatakan:

“Tidak ada unit khusus untuk melayani keluhan masyarakat. Pemerintah
desa beranggapan bahwa dengan adanya kegiatan-kegiatan di dusun, pemerintah
desa telah memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat agar dapat
memberikan saran dan pendapat serta kritikan, jadi tidak perlu ada unit khusus

lagi” (wawancara pada hari Jumat, 13 Oktober 2023).
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Selanjutnya, peneliti menanyakan kepada masyarakat yang lain, yakni bapak
Zulkarnain Suronoto, mengatakan:

“Pemerintah desa tidak menyiapkan unit khusus untuk menerima aduan atau
keluhan masyarakat. Biasanya masyarakat hanya menyampaikan aduan kepada
BPD ada juga yang langsung kepada kepala desa, dan biasanya ada yang langsung
ditindaklanjuti, dan ada juga yang masih membutuhkan proses” (wawancara pada
hari Rabu, 4 Oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa
pemerintah desa sudah berupaya agar masyarakat bersedia memberikan informasi,
saran atau kritikan terhadap kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan
desa, namun belum menyediakan unit khusus untuk menampung aduan
masyarakat, karena pemerintah desa beranggapan bahwa masyarakat sudah
menyampaikan aduan kepada BPD atau langsung kepada kepala desa.

Sesungguhnya asas keterbukaan itu lebih kepada kewajiban pemerintah desa
untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap menghormati perlindungan atas
hak asasi pribadi, golongan dan pengecualian. Asas keterbukaan tersebut
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya guna
memperoleh data dan informasi atau keterangan yang benar, lengkap dan akurat
(dapat dipercaya kebenarannya) tentang kegiatan dan hasil-hasil yang dicapai oleh

pemerintah desa.

4.2.4 Aturan hukum

Prinsip good governance yang berikutnya ialah supremasi aturan hukum
atau tegaknya hukum. Kerangka dan aturan hukum harus adil dan diterapkan
kepada siapapun tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang
menyangkut hak asasi manusia. Beberapa karakter supremasi hukum adalah
supremasi hukum. Dengan prinsip ini akan didorong perwujudan dari penegakan
hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian. Hak asasi manusia akan

dijunjung tinggi dan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat juga diperhatikan.
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Hasil wawancara dengan Kepala Desa bapak Agus Dawali, S.Kom tentang
terdapat aturan hukum yang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa mengatakan:

“Untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan kepada masyarakat
dalam penyelenggaraan pemerintah desa, pemerintah desa menerapkan berbagai
aturan, baik perda, perdes dan keputusan kepala desa untuk lebih menjamin rasa
keadilan dan kepastian hukum. Aturan-aturan tersebut diberlakukan dan akan
ditindaklanjuti agar semua patuh pada hokum yang berlaku” (wawancara pada
hari Kamis, 12 Oktober 2023).

Dan hasil wawancara dengan salah seorang tokoh masyarakat, yakni bapak
Erwan Harun, yang mengatakan:

“Di desa ada dua produk hukum yang dibuat yaitu perkades dan perdes, dan
lain-lain perauran yang dikeuarkan oleh pemerintah desa. Semua aturan tersebut
telah mengatur posisi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Dengan demikian, sudah terdapat aturan hukum dalam penyelenggaraan
pemerintahan, namun masih ada juga warga masyarakat yang tidak mengetahui
atau bahkan tidak memahami aturan yang berlaku. Jadi memang sangat perlu
pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan aturan yang
berlkau di desa” (wawancara pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023).

Selanjutnya, hasil wawancara dengan warga masyarakat, yakni bapak
Sugiyanti Suleman, mengatakan:

“Pemerintan hanya membuat peraturan desa yang mengatur tentang
pengaturan anggaran dana desa yang disebut perdes. Jadi saya tidak tau apaah ada
aturan yang mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintah desa. Di samping itu
sangat ajaran ada pemberitahuan tentang aturan penyelenggaraan pemerintahan
oleh pemerintah desa, kami selaku warga hanya mengikut saja kalua ada kegiatan
terkait penyelenggaraan pemerintahan desa” (wawancara pada hari Jumat, 20
Oktober 2023).

Kemudian, hasil wawancara dengan warga masyarakat yang lain, yakni

bapak Aroman Dalanggo, mengatakan:
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“Peraturan desa dilarang mengikat/melepas liarkan sapi atau hewan ternak
di lapangan. Dilarang juga mengikat/melepas liarkan sapi atau hewan ternak di
pekarangan atau kebun orang lain. Namun dalam pelaksanaan jika ada warga yang
melanggar aturan tersebut, tidak diberikan sanksi hukuman, tapi hanya teguran
lisan” (wawancara pada hari Jumat, 13 Oktober 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat aturan
hukum yang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa. Hanya aturan tersebut belum maksimal
disosialisasikan kepada masyarakat desa, sehingga masih banyak masyarakat yang
mengetahui dan memahami aturan tersebut, sehingga mereka belum paham

mengenai hak dan kewajiban mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Penyelenggaraam pemerintahan desa yang bersih dan beribawa merupakan
dambaan seluruh masyarakat desa. Olehnya itu, selain peraturan perundang-
undangan yang menjadi patokan, perlu juga ada konsep atau aturan untuk dalam
menjalankan pemerintahan desa. Good governance atau kepemerintahan yang
baik merupakan satu pandangan realistis untuk mewujudkan hal tersebur, karena
konsep ini menurut Ramdhan (2022:269) mengacu pada suatu proses pencapaian
keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara
bersama. Keseriusan pemerintah desa dalam menerapkan prinsip good
governance, lambat laun akan mendorong proses demokratisasi dalam masyarakat
desa, seiring dengan pertumbuhan tingkat pendidikan dan ekonominya. Dengan
demikian, pada gilirannya menuju titik hubungan yang bersifat saling
mempengaruhi bahwa dengan pemerintahan desa yang demokratis, maka akan
mendorong tumbuhnya pada sistim politik yang demokratis pula.

Salah satu wujud good governance ialah adanya partisipasi aktif
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan deas. Pentingnya partisipasi
masyarakat dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa,
antara lain ditentukan oleh sistem pemerintahan desa itu sendiri. Pemerintahan

desa yang dalam banyak hal mengandalkan bantuan pemerintah kecamatan dan
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kabupaten, baik barupa dana maupun berupa personil, akan melahirkan
ketergantungan pemerintah desa itu sendiri. Olehnya itu, pemerintah desa
sebaiknya lebih mengandalkan potensi yang ada di desanya, baik potensi sumber
daya alam maupun sumber daya manusia, dengan lebih banyak melakukan
koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan yang ada di desanya. Menurut
Sedarmayanti (2017:2), good governance yang efektif menuntut adanya
koordinasi yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang
tinggi.

Proses governance membutuhkan adanya kompetisi dan cara kerja baru,
berbagai tantangan dan masalah harus dapat dibatasi dengan sikap dan budaya
yang berbeda. Proses perubahan yang nyata juga sering dibatasi oleh ketersediaan
sumber daya dan waktu akibat sistem yang berlaku dalam birokrasi. Ketersediaan
sumber daya daya yang dibutuhkan, ditambah dengan adanya mekansime insentif
dan hukuman merupakan prakondisi yang akan mendukung proses perubahan. Hal
ini berarti bahwa peran seorang pemimpin yakni kepala desa melalui kebijakan
sangat sangat penting, untuk memfasilitasi terjadinya mekanisme dengan benar
dan mencegah timbulnya monopoli dan korupsi, kolusi dan nepotisme.
Membangun, mewujudkan/menerapkan good governance, bukan hanya berupa
masalah perbaikan kondisi dan komitmen birokrasi pemerintah desa, tetapi juga
perbaikan kondisi dan komitmen masyarakat yang memiliki berbagai macam
kelompok sosial dengan kondisi dan kepentingan yang berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Paris sudah memberikan
pertanggung jawaban atas penyeleggaraan pemerintahan dan kegiatan
pembangunan desa, baik itu kepada pemerintah kecamatan dan juga melalui
forum musyawarah desa yang dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa
(BPD), sedangkan untuk pertanggung jawaban pada masyarakat juga telah
dilakukan melalui media sosial dan melalui spanduk yang dipasang di tempat
tertentu, namun belum semua yang dilaporkan terutama mengenai penggunaan
anggaran alokasi dana desa untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik,
seperti anggaran yang diterima oleh pemerintah kalau digunakan untuk pengadaan

sarana kantor desa, berapa besaran anggarannya. Pertanggungjawaban
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penggunaan anggaran yang dilaporkan pada masyarakat melalui media sosial dan
melalui spanduk, lebih banyak terkait penggunaan anggaran dana desa yang
berasal dari pemerintah pusat, dan memang merupakan suatu keharusan untuk
diberitahukan kepada masyarakat untuk diketahui.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas, saat ini walaupun laporan
akuntabilitas telah dibuat, namun pada kenyataannya masih belum atau kurang
memiliki akuntablitas yang diharapkan atau belum mampu mempertemukan
tuntutan dan harapan masyarakat desa dengan standar kinerja tertentu. Salah satu
penyebabnya karena belum jelasnya standar kinerja penyelengaraan pemerintahan
desa dan pembangunan di desa. Ditambah lagi, dalam kenyataannya sifat
pekerjaan dan individu aparatur desa kadang-kadang bersikap overacting dan
melampaui wilayah kewenangannya, di samping tidak cukupnya pengetahuan,
informasi dan standar pengukuran kinerja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh
Fauziah (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas belum terlaksana dengan baik
atau belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan dengan beberapa hal
terutama mengenai sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada di
beberapa desa, yaitu sumber daya manusia yang masih memiliki tingkat
pendidikan yang minim, sehingga seringkali kewalahan dalam melaksanakan
tugasnya, selain itu faktor sarana dan prasana bagi desa yang belum mempunyai
banyak sarana dan prasarana sangat menghambat dalam pelayanan administrasi
dan gangguan cuaca yang mengakibatkan listrik padam. Kemudian, hasil
penelitian Wulandari (2021) menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam
pengelolaan dana desa masih belum optimal, terkhususnya pada akuntabilitas
pelaporan dalam hal laporan realisasi pelaksanaan, dan tidak adanya media
sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa mengenai pengelolaan dana
desa juga rendahnya pengetahuan masyarakat desa mengenai pengelolaan dana
desa.

Dari aspek transparansi, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemerintah Desa Paris sudah cukup transparan dalam memberikan informasi
terkait penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan desa, yakni

dengan melalui media media sosial dan juga melakukan sosialisasi yang
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disampaikan kepada masyarakat, sehingganya dapat mempermudah masyarakat
untuk medapatkan informasi. Di samping itu, pemerintah desa juga menyediakan
fasilitas internet untuk masyarakat desa yang akan berhubungan dengan
pemerintah desa. Namun, menurut informasi masyarakat yang menjadi informan
mengatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh pemerintah Desa Paris
hanya berkaitan dengan jenis pelayanan yang diberikan pemerintah desa, dan
belum menginformasikan tentang prosedur pelayanan, persyaratam pelayanan dan
waktu pelayanan, terutama sekali data tentang masyarakat yang berhak menerima
bantuan sosial pemerintah. Dalam kenyataannya, masalah transparansi memang
sering bermasalah pada aspek pengelolaam. Hasil penelitian Indriani (2019)
menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan ADD pada desa Bah Joga belum
sesuai dengan indikator transparansi, karena belum adanya kesediaan dan akses
dokumen yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, ketidakterbukaaan
tentang proses kegiatan pengelolaan alokasi dana desa, di samping itu juga belum
adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar yang dapat diakses dengan
mudah oleh seluruh masyarakat, serta tidak adanya papan pengumuman mengenai
kegiatan yang sedang dijalankan, dan tidak ada pelaporan realisasi yang
diinformasikan kepada masyarakat.

Kemudian, dari aspek keterbukaan, berdasar pada hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemerintah desa telah memberikan ruang terbuka kepada
masyarakat untuk menyampaikan pendapat, saran atau bahkan kritikan terkait
penyelenggaraan  pemerintahan dan pembangunan dengan melakukan
musyawarah ataupun pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, dimana
diharapkan masyarakat menyampaikan saran, pendapat atau kritikan, untuk
dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki Kkinerja pemerintah desa.
Namun, pemerintah desa mengakui bahwa mereka belum menyediakan unit
khusus di kantor desa untuk menampung segala keluhan masyarakat yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pemberian
pelayanan, penyaluran bantuan sosial, pembinaan unit usaha mikro,
pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain. Asas keterbukaan ini sangat penting

dalam mewujudkan good governance karena masyarakat diberi kesempatan untuk
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memberikan tanggapan dan kritikan, seperti yang dikatakan World Bank dalam
Pasolong (2019:258) bahwa asas keterbukaan menghendaki terbukanya
kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap
pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Bahkan Ridwan (2004) mengatakan
bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah
menjadikan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem
pemerintahan desa. Dalam negara hukum demokratis, sebenarnya keterbukaan itu
merupakan jaminan (waarborg) yang seharusnya ada atau sebagai condition sine
guanon, bukan sesuatu yang muncul secara kebetulan (toevaliig).

Selanjutnya, dari aspek aturan hukum, berdasarkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemerintah Desa Paris sudah melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan desa berdasarkan aturan hukum yang berlaku, seperti peraturan
daerah, peraturan desa dan keputusan kepala desa. Meskipun masih ada beberapa
sektor penegakan hukum yang belum dilaksanakan secara tegas, namun tidak
terlalu prinsipil, seperti peraturan desa dilarang mengikat/melepas liarkan sapi
atau hewan ternak di lapangan, namun dalam pelaksanaan jika ada warga yang
melanggar aturan tersebut, tidak diberikan sanksi hukuman, tetapi hanya teguran
lisan. Jimly Asshiddigie dalam Suratno (2020) berpendapat bahwa dalam paham
negara hukum segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan
perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis
tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau
perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau
tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures.
Pendapat Asshiddigie tersebut sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa perangkat desa yang
melanggar larangan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau
teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan
tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Dalam penyelenggaraan kepemerintahan yang baik menghendaki adanya
akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Hal senada dengan

pendapat Bhatta dalam Sedarmayanti (2017:5) yang mengungkapkan bahwa unsur



45

utama governance, Yyaitu akuntabilitas  (accountability), transparansi
(transparency), keterbukaan (opennes), dan aturan hukum (rule of law) ditambah
dengan kompetensi manajemen (management competetence) dan hak-hak asasi
manusia (human right). Sedangkan pemerintahan yang bersih menuntut
terbebasnya praktek yang menyimpang dari etika pemerintahan, kemudian
pemerintah yang beribawa menuntut adanya ketundukan, ketaatan dan kepatuhan

masyarakat terhadap undang-undang, pemerintah dan kebijakan pemerintah.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Peran kepemimpinan kepala desa dalam penerapan good governance di
Desa Paris Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo dapat dikatakan sudah
berjalan baik, namun dari empat aspek good governance yang diteliti, yakni
akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum, semuanya belum
berjalan maksimal. Kondisi ini dapat dilihat dimana dari aspek akuntabilitas,
walaupun pemerintah desa sudah membuat laporan ke pemerintah kecamatan
sebagai bentuk pertanggungjawaban dan melalui media sosial dan melalui
spanduk, namun belum semua yang dilaporkan terutama mengenai penggunaan
anggaran alokasi dana desa untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.
Dari aspek transparansi, informasi yang disampaikan oleh pemerintah Desa Paris
hanya berkaitan dengan jenis pelayanan yang diberikan pemerintah desa, dan
belum menginformasikan tentang prosedur pelayanan, persyaratam pelayanan dan
waktu pelayanan, terutama sekali data tentang masyarakat yang berhak menerima
bantuan sosial pemerintah. Kemudian, dari aspek keterbukaan, pemerintah desa
belum menyediakan unit khusus di kantor desa untuk menampung segala keluhan
masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Selanjutnya, dari aspek aturan hukum, masih ada beberapa sektor penegakan
hukum yang belum dilaksanakan secara tegas, namun tidak terlalu prinsipil,
seperti peraturan desa dilarang mengikat/melepas liarkan sapi atau hewan ternak
di lapangan, namun dalam pelaksanaan jika ada warga yang melanggar aturan

tersebut, tidak diberikan sanksi hukuman, tetapi hanya teguran lisan.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian, dapat diberikan saran sebagai berikut:
1) Pemerintah Desa Paris sebaiknya lebih memberikan kemudahan kepada
masyarakat dalam mengakses dan memperoleh informasi mengenai
pelayanan yang diinginkan, serta memberikan informasi yang lebih rinci lagi

tentang prosedur pelayanan, persyaratam pelayanan dan waktu pelayanan,
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terutama sekali data tentang masyarakat yang berhak menerima bantuan
sosial pemerintah.

Pemerintah Desa Paris sebaikmya menyediakan unit khusus di kantor desa
yang bertugas untuk menerima aduan atau keluhan warga masyarakat terkait
penyelenggaraan pemerintahan desa, agar semua permasalahan masyarakat
dapat dicarikan solusi terbaik, dan tidak terpendam dalam diri masing-masing
warga masyarakat. Rasa ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat
apabila tidak tersalurkan, maka dapat beraikat pada tindakan yang tidak
rasional dan dapat menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam seluruh

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.
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LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

Responden :

1. Kepala Desa Paris
2. Tokoh Masyarakat
3. Masyarakat 4 Orang

Apa yang dilakukan pemerintah desa untuk menyampaikan kinerjanya (baik
dalam kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan desa) kepada
camat? Mohon penjelasan

Apa yang dilakukan pemerintah desa untuk menyampaikan kinerjanya (baik
dalam kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan desa) kepada
masyarakat? Mohon penjelasan

Apa yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam bidang kegiatan pelayanan
pemerintahan dan pembangunan desa, agar masyarakat mudah mendapatkan
informasi, terkait kegiatan yang dimaksud? Mohon penjelasan

Apa yang dilakukan oleh pemerintah desa, agar masyarakat bersedia
memberikan informasi, saran atau Kkritikan terhadap kegiatan pelayanan
pemerintahan dan pembangunan desa? Mohon penjelasan

Apakah pemerintah desa menyediakan unit khusus untuk menampung aduan
masyarakat, dan apakah aduan masyarakat ditindaklanjuti?

Apakah terdapat aturan hukum yang menjamin kepastian hukum dan rasa
keadilan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa? Kalau ada
aturannya, dalam bentuk apa (perda atau keputusan kepala desa, dan lain-
lain)? Mohon penjelasan
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